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PERATURAN LURAH DESA 

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR  02  TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO              
NOMOR O1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN 

TANAH KAS DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH DESA PANGGUNGHARJO, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib 

administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Desa Panggungharjo 

Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Tanah Kas Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Panggungharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal  8 

Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 



 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 

 

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 

 

5.  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 

Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, 

Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber 

Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan 

Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D; 

 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan 

Tanah Kas Desa;  

 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D”  Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001;  

 

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007  

tentang Badan Permusyawaratan Desa; 



 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 seri D Nomor 03); 

 

10. Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa; 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA 

PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN 

BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan  Sewon Kabupaten Bantul; 

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Panggungharjo, yaitu 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

3. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Panggungharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul; 

4. Lurah adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul; 

5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panggungharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 



 

 

7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar 

persetujuan bersama antara BPD dan Lurah; 

8. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-

arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar 

desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa; 

9. Pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil 

guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. 

10. Pemanfaatan tanah kas desa adalah adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan 

hasil guna Tanah Kas Desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa 

maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah 

guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas desa. 

11. Dipinjamkan adalah penyerahan penggunaan tanah kas desa dari Pemerintah 

Desa kepada pihak lain tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah 

Desa dengan tanah yang dikuasainya dalam jangka waktu tertentu tanpa 

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan 

kembali kepada Pemerintah Desa yang bnersangkutan.     

12. Sewa menyewa adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dengan menerima uang tunai. 

13. Kerja sama pemanfaatan adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak 

lain dan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 

Pemerintah Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.   

14. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa 

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 

bangunannya dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu. 

15. Bangun serah guna adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain 

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan 

setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. 

16. Pelepasan atau penyerahan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskan hubungan 

hukum antara pemegang hak atas tanah kas desa (Pemerintah Desa) dengan tanah 

yang dimiliki/dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah 

dan dipergunakan untuk mengadakan tanah pengganti yang lebih baik. 



 

 

17. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 

memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, 

dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. 

18. Perubahan peruntukan tanah kas desa adalah perubahan dari suatu bentuk 

pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan 

lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan 

pelaporan hasil pendataan tanah kas desa. 

20. Sertifikasi adalah kegiatan untuk mensertifikatkan tanah-tanah kas desa guna 

mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;  

21. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan guna menyelesaikan permasalahan 

tanah kas desa melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana; 

 

 

BAB II 

PENGELOLAAN  

 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Tanah Kas Desa 

 

Pasal 2 

 

Biaya pengelolaan tanah kas desa di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah. 

 

 

Bagian Kedua 

Penguatan Status Hukum 

 

Pasal 3 

 

Pemerintah Desa harus melakukan sertifikasi atas tanah kas desa sebagai aset 

Pemerintah Desa. 

 

 

Bagian Ketiga 

Kerja Sama Pemanfaatan 

Pasal 4 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerja sama pemanfaatan dilakukan atas 

dasar: 

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa; 

b. Meningkatkan penerimaan /pendapatan desa; 



 

 

Pasal 5 

 

(1) Hasil pemanfaatan tanah kas desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. 

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib seluruhnya dimasukkan  

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

 

Bagian Keempat 

Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti 

 

Pasal 6 

 

(1) Pelaksanaan pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti 

dilaksanakan oleh panitia pelepasan dan  Panitia Pengadaan tanah kas desa. 

(2) Pelepasan  tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pemberian 

ijin Gubernur.  

 

Pasal 7  

 

(1) Pemohon wajib menanggung biaya proses pelepasan Tanah kas desa. 

(2) Pemohon wajib menanggung biaya proses pengadaan tanah pengganti dan 

mensertifikatkan atas nama Pemerintah desa. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : 

a. Biaya Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa untuk kegiatan penaksiran dan 

pelepasan tanah kas desa; 

b. Biaya Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa untuk untuk kegiatan penaksiran dan 

pengadaan tanah pengganti; 

c. Biaya sertifikasi tanah pengganti 

 

Pasal 8 

(1) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi 

sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga 

pasar/harga umum setempat dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

(2) Pelepasan tanah kas desa untuk kepentingan umum harus memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar tanah kas desa tersebut. 

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah 

pengganti yang senilai, lebih baik, menguntungkan desa, dan mempunyai nilai 

tambah bagi Pemerintah Desa serta berlokasi di desa setempat. 



 

 

(4) Apabila sulit mencari tanah pengganti dalam satu desa, Panitia Pengadaan Tanah 

mencari tanah pengganti di desa lain yang berbatasan dalam satu kecamatan 

dengan izin Gubernur. 

(5) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Desa. 

(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah : 

a. Mendapat persetujuan BPD; 

b. Mendapat izin Bupati; 

c. Mendapat izin Gubernur. 

 

 

 

Pasal 9 

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan tanah kas desa sebagai 

berikut : 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. Badan Usaha Milik Negara; 

d. Badan Usaha Milik Daerah; dan 

e. Lembaga sosial keagamaan yang berbadan hukum. 

  

Bagian Kelima 

Penilaian Harga Tanah  

 

Pasal 10 

 

Penentuan nilai/harga tanah yang digunakan sebagai dasar musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan mengenai jumlah/besarnya ganti rugi dilaksanakan oleh 

Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas. 

 

 

Bagian Keenam 

Pelaporan 

Pasal 11 

 

(1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah kas desa 

kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukan kecuali untuk kepentingan umum. 

(2) Laporan hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari pelaporan pertanggungjawaban. 



 

 

 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 12 

 

(1) Tanah kas desa yang muncul akibat penggabungan desa, maka tanah kas desa dari 

desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru. 

(2) Tanah kas desa yang muncul akibat perubahan status desa menjadi kelurahan, 

maka tanah kas desa tersebut menjadi aset Pemerintah Provinsi. 

(3) Penyerahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD 

serta diketahui oleh bupati. 

(4) Penyerahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati dan Gubernur. 

 

Pasal  13 

 

(1) Pembagian tanah kas desa sebagai akibat pemecahan desa, menyesuaikan dengan 

keberadaan tanah kas desa yang ada pada peta desa baru. 

(2) Pembagian tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 14 

 

(1) Semua tanah kas desa yang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 11 

Tahun 2012 masih dipergunakan untuk penghargaan mantan Kepala Desa/Lurah 

dan Pamong Desa/Perangkat Desa, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu 

penggunaan. 

(2) Setelah batas waktu penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berakhir, tanah kas desa tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah desa. 

(3) Peralihan tanah kas desa kepada masyarakat dengan kondisi sebagai berikut : 

a. Dilakukan sebelum tahun 1985; 

b. Tercatat dalam buku pepriksaan; 

c. Belum diterbitkan Keputusan Dewan Pemerintah Kelurahan; dan 

d. Belum mendapat pengesahan dari Bupati. 

 



 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Lurah Desa ini 

dengan menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa. 

 

   

 

       Ditetapkan di Desa Panggungharjo  

       Pada tanggal  15 Maret 2013 

       LURAH DESA,  

 

        Ttd  

 

       WAHYUDI ANGGORO HADI 

 

 

Diumumkan di Panggungharjo  

Pada tanggal  15 Maret 2013 

CARIK DESA,  

 

         Ttd 

 

YULI TRISNIATI   

 


